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Abstract

One of the state revenues comes from taxes. A tax is an official state levy to a taxpayer citizen. Tax collection is
constitutionally regulated in the 1945 Constitution, namely in Article 23A of the 1945 Constitution. Article
23A of the 1945 Constitution confirms that taxes and other levies of a coercive nature for state purposes are
requlated by law. Therefore, based on the order of the 1945 Constitution, the regulation regarding taxes is
further requlated in Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions and Procedures for Taxation. In
this regard, the title of this study is "Criminal Liability of Perpetrators of Tax Embezzlement Based on Law
Number 28 of 2007 concerning General Provisions and Procedures for Taxation". The purpose of his research is
that this research aims to: (1) to determine the modus operandi of tax evasion actors in Indonesia; (2) to
determine the criminal sanctions for perpetrators of tax evasion under the Tax Law; (3) to determine the
obstacles to law enforcement against tax evasion in Indonesia. The results of the study that (1) Modus operandi
of tax evasion actors in Indonesia including Modus Operandi Perpetrators of tax evasion in Indonesia include
being carried out by means of Mode by not reporting sales in annual tax returns (SPT), Mode of tax crimes by
adding fictitious costs, Mode of Issuing or Using Tax Invoices not Based on actual transactions (Fake Tax
Invoices), Mode of Not Depositing Taxes Withheld or Collected, Mode by Engineering Exports To Get VAT
Restitution. (2) Criminal sanctions for perpetrators of tax evasion Under the Tax Law are to pay a fine, if they
do not pay the fine, then the penalty of imprisonment or confinement is given to the taxpayer as stipulated in
Article 38-Article 43 of the Tax Law.

Keywords: Taxation, Embezzlement Offenders

Abstrak
Salah satu penerimaan negara bersumber dari pajak. Pajak merupakan pungutan resmi negara
kepada warga negara wajib pajak. Pemungutan pajak diatur secara konstitusional dalam UUD 1945
yakni dalam Pasal 23A UUD 1945. Di dalam Pasal 23A UUD 1945 menegaskan bahwa Pajak dan
pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Oleh
karena itu, berdasarkan perintah dari UUD 1945, pengaturan mengenai pajak diatur lebih lanjut
dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Berkenaan dengan hal tersebut maka judul penelitian ini adalah “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
Penggelapan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan
Umum Dan Tata Cara Perpajakan”. Adapun yang menjadi tujuan penelitiannya adalah Penelitian ini
bertujuanuntuk: (1) untuk mengetahui modus operandi pelaku penggelapan pajak di Indonesia; (2)
untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku penggelapan pajak Berdasarkan UU Perpajakan; (3)
untuk mengetahui hambatan penegakan hukum terhadap penggelapan pajak di Indonesia. Hasil
penelitian bahwa (1) Modus operandi pelaku penggelapan pajak di Indonesia diantaranya Modus
Operandi Pelaku penggelapan pajak di Indonesia diantaranya dilakukan dengan cara Modus dengan
tidak melaporkan penjualan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Modus kejahatan
perpajakan dengan memambahkan biaya-biaya fiktif, Modus Menerbitkan atau Men ggunakan Faktur
Pajak tidak Berdasarkan transaksi sebenarnya (Faktur Pajak Palsu), Modus Tidak Menyetorkan Pajak
yang Dipotong atau Dipungut, Modus dengan Merekayasa Eskpor Untuk Mendapatkan Restitusi
PPN. (2) Sanksi pidana bagi pelaku penggelapan pajak Berdasarkan UU Perpajakan adalah dengan
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membayar denda, apabila tidak membayar denda, maka penjatuhan sanksi pidana penjara atau
kurungan diberikan kepada wajib pajak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38-Pasal 43 UU

Perpajakan.
Kata Kunci: Perpajakan, Pelaku Penggelapan

PENDAHULUAN

Manfaat pajak penting diketahui
masyarakat  luas  agar  terjadi
peningkatan kepatuhan pajak. Sebab,
masih banyak orang yang belum
mengenal manfaat pajak. Pada
dasarnya, tingkat kepatuhan pajak
terus membaik dari tahun ke tahun.
Hal ini terlihat dari semakin
banyaknya  wajib  pajak  yang
melaporkan  SPT. Menurut  data
Direktorat Jenderal Pajak (DJP),
persentase laporan Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada
maret 2018 lalu naik hingga 14,01%
dibandingkan periode yang sama
pada tahun sebelumnya. Pada tahun
ini, DJP telah menerima 10.589.648 SPT,
sedangkan tahun Ilalu SPT yang
diterima
sebanyak 9.288.386.Sebanyak 10 juta
lebih SPT tersebut terbagi dari 993.754
SPT orang pribadi non karyawan,
244.084 SPT badan dan 9.351.810 SPT
orang pribadi karyawan. Dari total
jumlah SPT tahunan yang sudah
dilaporkan, sebanyak 8,49 juta
melakukan pelaporan melalui
elektronik. Sisanya dilaporkan secara
manual. Dengan adanya data tersebut,
tercatat bahwa tingkat kepatuhan
lapor  pajak  sejumlah  59,98%
dibandingkan periode yang sama
tahun lalu, yakni 55,96%. Artinya
persentase tingkat kepatuhan naik
4,02%. Data tersebut disampaikan
langsung oleh Direktur Jenderal Pajak
Kemenkeu, Robert Pakpahan.
Untuk masalah kepatuhan wajib
pajak maka Dirjen Pajak mulai
mengoptimalkan seluruh aparatnya
untuk memaksa wajib pajak yang

membandel dan tidak kooperatif
dalam  memenuhi  kewajibannya
untuk membayar pajak.

Adapun hambatan itu bisa berupa
perlawanan pasif dan aktif yang

dilakukan oleh
wajib pajak berbentuk badan huku
m (rechtpersoon, legal
persoorn) dan orang pribadi

(naturalijk persoon) dalam rangka untuk
melepaskan kewajibannya membayar
pajak, akibat perbuatan wajib pajak ini
pemerintah  dirugihkan  miliaran
rupiah. Nilai tunggakan 96 wajib pajak
pada awal 2004 mencapai Rp.962,136
Miliar, namun para penunggak pajak
itu bersedia mencicil kewajibannya
pada akhir tahun 2004.

Upaya yang telah dilakukan untuk
memaksa wajib pajak membayar pajak
dengan diterapkanya paksa badan (
gijzeling ) terhadap wajib pajak yang
tidak kooperatif. Terhadap wajib pajak
yang melakukan penghindaran diri
dari  kewajiban  dengan  cara
penyelundupan ( tax evasion )
terhadap perbuatan tidak
menyetorkan  pajak yang telah
dipotong atau dipungut atau tidak
membayar bea masuk dengan cara
suatu peryataan yang tidak benar, atau
memberikan data-data tidak benar (
vide keterangan palsu pada dokumen )
maka tindakan ini merupakan
pelanggaran undang - undang dalam
bentuk tindak pidana.

Penggelapan  pajak, dan
pemlasuan pajak merupakan tindak
pidana yang diatur dalam UU
Perpajakan yang sangat merugikan
negara. Akan tetapi realitasnya, hingga
saat ini masih terdapat pelaku
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penggelapan pajak yang dilakukan
oleh para wajib pajak terutama
dikalangan pengusaha. Berdasarkan
hal tersebut diatas, maka penulis
tertarik untuk meneliti tentang
“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
Penggelapan Pajak Di Indonesia
Berdasarkan UU Perpajakan”.

Secara umum, pajak diartikan
sebagai pungutan dari negara kepada
rakyatnya, yang sifatnya memaksa.
Pajak digunakan untuk membiayai
pengeluaran pemerintah termasuk
pembiayaan bagi pembangunan yang
berguna bagi kepentingan bersama.

Para ahli memiliki definisi yang
beragam mengenai pajak. Salah
satunya definisi yang dikemukakan R.
Santoso Brotodihardjo, yang
menyatakan bahwa pajak adalah iuran
kepada negara (yang dapat
dipaksakan) yang terutang oleh yang
wajib membayarnya menurut
peraturan-peraturan, dengan tidak
mendapat prestasi kembali, yang
langsung dapat ditunjuk, dan yang
gunanya untuk membiayai
pengeluaran - pengeluaran umum
berhubung dengan tugas negara yang
menyelenggarakan pemerintahan.

Definisi lainnya dikemukakan oleh
B. Ilyas dan Richard Burton yang
menyatakan:  Tax is  compulsory
contribution ~ from  the person, to
government to depray the expenses
incurred in the common interest of all,
without reference to special  benefit
conferred. Dari definisi tersebut, terlihat
adanya kontribusi seseorang yang
ditujukan kepada negara tanpa adanya
manfaat yang ditujukan secara khusus
kepada seseorang.

Serupa dengan definisi yang
diutarakan Rochmat Soemitro yang
menyatakan bahwa pajak adalah iuran
kepada kas negara berdasarkan

undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tidak mendapat
jasa timbal balik (kontraprestasi), yang
langsung dapat ditunjukkan dan
digunakan untuk membayar
pengeluaran umum.

Beragam pengertian pajak dari
para ahli, kemudian disarikan adalah
sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan
undang-undang serta aturan
pelaksanaannya yang sifatnya
dapat dipaksakan.

2. Dalam pembayaran pajak
tidak  dapat  ditunjukkan
adanya kontraprestasi
individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh negara
baik pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi
pengeluaran-pengeluaran
pemerintah, yang bila dari
pemasukannya masih terdapat
surplus, dipergunakan untuk
membiayai public investment.

5. Pajak dapat pula mempunyai
tujuan selain budgeter, yaitu
mengatur.

Menurut  Jinghan  dalam
Marihot P. Siahaan pajak adalah salah
satu instrumen penting dan paling
efektif dalam kebijakan fiskal dari sisi
penerimaan (revenue) dan merupakan
sumber penerimaan yang cukup besar.
Sehubungan hal tersebut, dengan
diberlakukannya otonomi daerah,
sesuai wewenangnya untuk menggali
pendapatannya, Pemerintah Daerah
menggunakan pajak sebagai salah satu
sumber penerimaannya yang lazim
dikenal dengan sebutan pajak daerah.
Sebagai salah satu unsur pembentuk
pendapatan asli  daerah, dalam
pemungutannya pajak daerah juga
harus mempunyai dasar hukum
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sehingga pungutan tersebut dapat
dipaksakan. Sama halnya dengan
pajak pusat, pajak daerah juga
memiliki unsur paksaan dalam
pemungutannya sehingga diperlukan
dasar hukum. Hanya saja, pajak
daerah tersebut dapat diterapkan
dengan menggunakan dasar hukum
yang berupa peraturan daerah.

Dari sisi definisi, pengertian
pajak daerah tidak jauh berbeda
dengan definisi pajak yang telah
dipaparkan sebelumnya. Menurut
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Rertibusi Daerah, Pajak
Daerah yang selanjutnya disebut pajak,
adalah kontribusi wajib kepada daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Davey sebagaimana yang
dikutip oleh Haula Rosdiana dan
Rasin Tarigan definisi pajak daerah
adalah:

1. Pajak yang dipungut oleh

pemerintah daerah dengan
pengaturan dari daerah

sendliri.
2. Pajak  yang  dipungut
berdasarkan peraturan

nasional tetapi penetapan
tarifnya dilakukan oleh
pemerintah daerah.

3. Pajak yang ditetapkan dan
atau dipungut oleh
pemerintah daerah.

4. Pajak yang dipungut dan

diadministrasikan oleh
pemerintah pusat tetapi
hasil pungutannya

diberikan, dibagi-hasilkan

atau dibebani pungutan
tambahan oleh pemerintah

pusat.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang
digunakan dalam menjawab
permasalahan dalam  skrispsi ini
adalah penelitian hukum normatif,
yaitu penelitian mengenai
norma-norma serta ketentuan

hukum yang telah ada atau telah
berlaku baik  secara tertulis maupun
tidak tertulis.

Pendekatan yuridis normatif
adalah pendekatan hukum dengan
melakukan penelitian terhadap
bahan pustaka atau data sekunder
atas permasalahan yang hendak
diteliti.  Penelitian ini akan
menggunakan peraturan
perundang-undangan di Indonesia
serta peraturan-peraturan dan
norma hukum yang terdapat
dalam hukum perlindungan anak.

2. Sumber Data
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang

ada  diantaranya  adalah

Undang-Undang Nomor 28

tahun 2007 Tentang

Perubahan  Ketiga  Atas

Undang-Undang Nomor 6

Tahun 1983 Tentang

Ketentuan Umum Dan Tata

Cara

PerpajakanUndang-Undang

Nomor 11 Tahun 2016

Tentang Pengampunan Pajak,

dan Peraturan lainnya yang

berkaitan dengan masalah
penelitian ini.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder
berupa karya-karya tulisan
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ahli hukum, jurnal, media
massa, media cetak, internet
dan lain-lain yang
berhubungan dengan masalah
penelitian ini.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau
penunjang merupakan badan
yang memiliki konsep-konsep
dan  keterangan-keterangan
yang mendukung  bahan
hukum primer dan sekunder
diantaranya kamus bahasa,
kamus hukum dan lain-lain
yang ada didalam bidang
hukum ataupun diluar bidang
hukum yang digunakan atas
permasalahan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data  dalam
penelitian ini dilakukan dengan
studi pustaka (library research),
yang ditujukan untuk
memperoleh bahan-bahan dan
informasi-informasi ~ sekunder
yang diperlukan atas penelitian,
yang bersumber dari data-data
yang terdokumentasi melalui
situs-situs internet, buku-buku,
jurnal, media massa, dan
sumber-sumber lainnya sebagai
media untuk mengumpulkan
data yang hendak digunakan

dalam penelitian ini.

Analisis Data
Metode penulisan data sesuai
dengan metode  penelitian

hukum dengan cara deskriptif
dan kualitatif, merupakan suatu

analisis data yang
mengungkapkan dan
mengambil  kebenaran  dari
kepustakaan, yaitu dengan
menggabungkan antara

informasi yang didapat dari
perundang-undangan,

peraturan-peraturan dan serta
tulisan-tulisan ilmiah yang ada
kaitannya dengan kajian hukum
pidana tentang
pertanggungjawaban  pidana
kekerasan seksual anak.

1. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Modus Operandi Pelaku

Penggelapan Pajak Di

Indonesia

Setiap wajib pajak ataupun
badan  usaha  berusaha  untuk
meminimalkan beban pajak dengan
berbagai tindakan-tindakan tetapi
tidak melanggar perundang-undangan
perpajakan hal ini dilakukan masih
dalam ruang lingkup yang wajar.
Dalam implementasinya wajib pajak
ataupun  badan  usaha  untuk
meminimalkan beban pajak yaitu
dengan melakukan perencanaan pajak,
perencanaan pajak yang dilakukan
dalam perusahaan yaitu dengan
melakukan manajemen pajak.

Menurut Muhammad Djafar
Saidi dan Eka Merdekawati Djafar,
kejahatan di bidang perpajakan dapat
berupa melakukan perbuatan atau
tidak melakukan perbuatan yang
memenuhi  ketentuan  peraturan
perundang-udangan perpajakan. Pada
hakikatnya, = ketentuan  peraturan
perundang-undangan perpajakan
dikategorikan sebagai kaidah hukum
pajak yang menjadi koridor untuk
berbuat atau tidak berbuat. Dengan
demikian, melakukan perbuatan atau
tidak melakukan perbuatan dibidang
perpajakan tergolong sebagai
kejahatan dibidang perpajakan ketika
memenuhi kaidah rumusan hukum
pajak.

Mengutip Slemrod
sebagaimana dikutip oleh Andreas
Lako yang menyatakan bahwa secara
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teoretis, penggelapan pajak (tax evasion)
merupakan tindakan rekayasa
perpajakan yang dilakukan wajib
pajak individu, korporasi, atau entitas
(tax payers) untuk mengurangi jumlah
pajak terutang atau menghindari pajak
kepada negara dengan menggunakan
teknik-teknik perekayasaan keuangan
yang ilegal. Tindakan penggelapan
pajak  dilakukan  dengan  cara
menyembunyikan data dan fakta dari
otoritas pajak. Selain itu, penggelapan
pajak dilakukan dengan perekayasaan
pajak dengan teknik accountingfraud,
accounting  management, dan  real
earnings management.

Terjadinya penggelapan pajak
akan berdampak pada penerimaan
negara di sektor pajak tidak berjalan
maksimal dan optimal. Salah satu
indikasi terjadinya penggelapan pajak
dilakukan oleh petugas pajak itu
sendiri, seperti kasusnya Gayus
Tambunan dan Suwir Laut.

Menurut Direktur Intelijen
dan Penyelidikan DJP, Yuli Kristiyono,
ada lima modus operandi dalam
kejahatan perpajakan. “Akan
dijelaskan terkait data-data yang ada
di DJP menyangkut modus tindak
pidana perpajakan, diantaranya:

1) Modus dengan tidak

melaporkan  penjualan
dalam Surat
Pemberitahuan Tahunan
(SPT).

Dalam modus ini, hasil
penjualan yang dilaporkan
dalam SPT masuk ke
rekening perusahaan,
sedangkan penjualan yang
tidak dilaporkan dalam
SPT dimasukkan ke dalam
rekening pemegang saham
atau keluarga. Penerimaan
penjualan  yang tidak

2)

dilaporkan dalam SPT
atau karena tidak
memungut PPN, yang
masuk ke rekening
perusahaan akan dicatat
sebgai hutang pemegang
saham.

Modus kejahatan
perpajakan dengan
memambahkan
biaya-biaya fiktif.

Modus ini  dilakukan
dengan beberapa
Tindakan yakni dengan
membuat kontrak

managemen t/technical/consul
tant dengan perusahaan
satu grup di luar negeri
untuk menimbulkan biaya
management  fee/technical
fee/consultant fee. Namun
sebenarnya, tidak ada jasa

yang dilakukan.
Kemudian untuk
pelunasan management

fee/technical  fee/consultant
fee akan ditransfer dana
dari rekening perusahaan
ke rekening perusahaan
grup di luar negeri.
Kemudian,  perusahaan
akan membuat biaya atau
kwitansi yang sebenarnya
tidak ada biaya yang
dikeluarkan, kemudian
uang pembiayaan fiktif
tersebut akan ditransfer
dari perusahaan ke
rekening  penampungan

sementara yang
selanjutnya akan
dibagikan kepada
pemegang saham.
Selanjutnya, dengan

membuat kontrak hedging
atau  wash-out  secara
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tanggal mundur, Wajib
Pajak (WP) akan dibuat
selalu rugi dalam hedging
atau wash out tersebut.
Pelunasan kerugian
hedging atau wash out akan
ditransfer =~ dana  dari
rekening perusahaan ke
rekening perusahaan grup
di luar negeri.

Modus Menerbitkan atau
Menggunakan Faktur
Pajak tidak Berdasarkan
transaksi sebenarnya
(Faktur Pajak Palsu)
Perbuatan ini biasanya
dilakukan oleh tersangka
yang mendirikan
perusahaan dan
menerbitkan faktur pajak
yang tidak didukung
dengan transaksi uang dan
barang. Perusahaan
didirikan hanya untuk
menjual  faktur  pajak.

Selain itu, untuk
mengurangi setoran PPN,
perusahaan dengan
sengaja menambahkan
atau  membeli faktur
pajak masukan dengan
faktur pajak yang tidak
berdasarkan transaksi
yang sebenarnya.

Modus Tidak

Menyetorkan Pajak yang
Dipotong atau Dipungut.
Modus ini dilakukan oleh
tersangka  penggelapan
pajak misalnya seperti
Bendaharawan

pemerintah memotong
PPh 21 atas gaji Pegawai
Negeri Sipil (PNS), PPh 23
dan PPn atas proyek
pemerintah tetapi tidak
melaporkan pemotongan

tersebut ke Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) dan
tidak menyetorkan pajak
yang telahh dipotong atau
dipungut tersebut ke Bank

Persepsi.
5) Modus dengan
Merekayasa Eskpor

Untuk Mendapatkan
Restitusi PPN.
Modus ini dilakukan

dengan melalui
Perusahaan eksportir
menambahkan ekspor

fiktif atau ekspor dari
pengusaha yang lain
sebagai penjualan ekspor
perusahaannya, kemudian
akan mencari faktur pajak
masukan  yang  tidak
berdasarkan transaksi
yang sebenarnya untuk
tujuan  restitusi  PPN.

Untuk mendukung
rekayasa ini, biasanya
perusahaan membuat
rekyasa penerimaan

penjualan ekspor dengan
cara  terlihat  adanya
transfer dari perusahaan di
bluar negeri yang
sebenarnya adalah
merupakan transfer dari
kelompok usaha mereka.
Berdasarkan catatan DJP, ada
lima puluh usul penyidikan terhadap
lima modus operandi tersebut pada
tahun 2012. Modus operandi dengan
memngut tetapi tidak menyetorkan
sebanyak dua puluh enam kasus,
modus  penerbitan faktur  fiktif
sebanyak enam belas kasus,
penggelapan omzet sebanyak empat
kasus, SSP palsu sebanyak tiga kasus
dan tidak menyampaikan SPT satu
kasus.
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Selain itu, menurut Peneliti
Kebijakan Publik dari Perkumpulan
Prakarsa, Ah Maftuchan menyatakan
bahwa bank dan lembaga keuangan
menjadi salah satu sektor bisnis yang
mengemplang pajak cukup besar.
Menurut dia, dalam setahun kejahatan
pajak oleh bank dan lembaga
keuangan menyebabkan kerugian
negara Rp 10-12 triliun.

Menurut Menurut Maftuchan,
modus yang sering digunakan adalah
penghindaran pajak dengan metode
rencana perpajakan agresif (agresif tax
planning). Para pengelola bank dan
lembaga keuangan biasa menghindari
pajak badan dengan memasukan
belanja yang tidak masuk akal
sehingga seolah-olah perusahaannya
merugi.

Tidak hanya di Indonesia, kasus
penggelapan pajak juga terjadi di
banyak negara. Penggelapan pajak
merupakan perbuatan illegal yang
dilakukan secara sistematis oleh wajib
pajak berkonspirasi dengan akuntan
internal dan otoritas pajak (McGee,
2006). Di Indonesia, dari sejumlah
kasus penggelapan pajak yang
terungkap ke publik, tampak bahwa
konspirasi penggelapan pajak
dilakukan  secara rapi  dengan
melibatkan pemilik, direksi, akuntan
intern dan oknum otoritas perpajakan,
serta akuntan publik yang mengaudit
laporan keuangan.

Menurut Adreas Lako bahwa
modus dari korporasi baik korporasi
yang tertutup maupun korporasi yang
go public dapat melakukan
penggelapan pajak dapat
dikategorikan menjadi:

Pertama, menempatkan akuntan
intern, akuntan publik, komite audit,
dan lainnya yang bisa diajak untuk”
berkompromi” dalam perekayasaan.

Dalam perekayasaan tersebut, mereka
menggunakan  teknik  akuntansi
income minimization (IM), yaitu
melaporkan laba periodik serendah
mungkin agar bisa membayar pajak
serendah mungkin pula. Jika perlu,
laba yang dilaporkan bernilai negatif
sehingga tak perlu repot membayar
pajak. Biasanya, apabila nilai laba hasil
rekayasa masih besar, direksi akan
menggunakan teknik accounting fraud
(AF) untuk menurunkan laba secara
drastis.

Kedua, yaitu Modus
perekayasaan dengan menurunkan
nilai aset dan ekuitas, meningkatkan
nilai utang atau menciptakan pos-pos
utang fiktif, serta menaikkan biaya
dan menciptakan pos-pos biaya fiktif.
Selain itu, direksi juga akan
menurunkan nilai pendapatan
serendah mungkin atau
menyembunyikan sejumlah transaksi
penjualan sehingga pendapatan yang
dilaporkan dalam laporan keuangan
menjadi sangat kecil. Dengan cara
tersebut, laba yang dilaporkan
menjadi sangat rendah atau negatif
sehingga pajak yang dibayarkan juga
menjadi sangat kecil atau tidak
membayar sama sekali.

Ketign, modus dengan teknik
income smoothing (IS). Berbeda dengan

teknik IM yang berusaha
memanipulasi  pos-pos  keuangan
secara signifikan, teknik IS berusaha
merekayasa  item-item  keuangan

secara lebih halus (softf). Dampaknya,
nilai aset, utang, ekuitas, pendapatan,
biaya, dan laba yang dilaporkan dalam
laporan keuangan tidak mengalami
kenaikan atau penurunan yang
fluktuatif dari waktu ke waktu.
Tujuannya, untuk meratakan besaran
pajak dari waktu ke waktu (tax
smoothing). Dengan cara ini, korporasi
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akan terhindar dari risiko dicurigai.
Jumlah korporasi yang menggunakan
teknik ini diyakini jauh lebih banyak
dibandingkan dengan yang
menggunakan teknik IM.

Persoalan penggelapan pajak
yang terjadi di Indonesia saat ini
menjadi permasalahan yang serius
yang menjadi perhatian pemerintah.
Tidak hanya negara yang dirugikan
dari tindakan penggelapan pajak,
tetapi rakyat Indonesia juga dirugikan
atas tindakan tersebut. Seharusnya
pembangunan dapat berjalan dengan
hasil pajak negara tetapi menjadi
terhambat karena dana pajak di
gelapkan oleh wajib pajak.

Bagi wajib pajak yang tidak taat
dengan peraturan perpajakan yang
berlaku, maka akan dikenakan sanksi.
Sanksi merupakan suatu alat pemaksa

guna ditaatinya suatu undang-undang.

Sanksi perpajakan merupaka alat
pencegah agar wajib pajak tidak
melanggar norma perpajakan. Dalam
ketentuan perpajakan sanksi
dibedakan menjadi sanksi
administrastif dan sanksi pidana.
Sanksi administratif adalah sanksi
yang dikenakan terhadap pelanggaran
administrasi atau ketentuan peraturan
yang bersifat administratif yang dapat
berupa pencabutan izin, pembubaran,
pengawasan, pemberhentian
sementara, denda administratif, atau
daya paksa polisional. Sedangkan
sanksi pidana pajak adalah jenis sanksi
yang dapat dikenakan kepada pada
wajib pajak maupun pejabat. Sanksi
tersebut berupa denda pajak atau
berakibat pada hukuman penjara atau
kurungan. Sanksi perpajakan yang
diterapkan tidak membuat seseorang
jera.

Di Indonesia, ketentuan
mengenai perpajakan diatur dalam

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata
CaraPerpajakan sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2007 tentang Perubahan
Undang-Undang  KetentuanUmum
Dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP).
Penggelapan Pajak yang masuk dalam
kategori tindak pidana pajak yang
juga termasuk dalam tindak pidana
khusus. Akan tetapi, perlakukan tidak
sama dengan tindak pidana korupsi
yang memeliki sifat luar biasa"extra
ordinary crime" sehingga memerlukan
penyelesaian secara luar biasa pula.
Hal ini tidak terdapat dalam tindak
pidana pajak karena terikat pada asas
hukum"ultimun  remedium"  yang
menunjukkan  bahwa  penerapan
sanksi pidana wajibdilakukan pada
tahap terakhir.

2. Penyelesaian Sengketa
Perjanjian Pemborongan Pada
PT. Sukses Prima Nusantara
Dengan PT. Fabs Indonesia
Dalam melaksanakan perjanjian
pemborongan timbul suatu sengketa.
Sengketa tersebut terjadi apabila salah
satu  pihak  tidak  memenuhi
kewajibannya sesuai dengan yang
tercantum dalam perjanjian
pemborongan sehingga pihak lain
merasa dirugikan. Mengenai hal
tersebut Henri  Erikson  Silalahi
berpendapat bahwa apabila timbul
perselisihan ~ dalam  pelaksanaan
perjanjian pemborongan kedua belah
pihak yaitu pihak pemberi tugas dan
pihak kontraktor akan berusaha

untukmenyelesaikan secara
musyawarah.

Apabila timbul perselisihan
dalam pelaksanaan perjanjian

pemborongan keduabelah pihak yaitu
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pihak pemberi tugas dan pihak
kontraktor =~ akan  berusahauntuk
menyelesaikan masalahnya kepada
Badan Arbitrase yang terdiri dari
wakil pihak pemberi tugas dan wakil
pihak kontraktor masing-masing satu

orang dan satu orang lagi dari
pihak netral yang ditunjuk
oleh kedua belah pihak.

Penyelesaian perselisihan lewat jalur

hukum dapat ditempuh sebagai

langkah terakhir yaitu meminta

penyelesaian ke Pengadilan

Negeri.Sebagai akibat dari

wanprestasi pemborong, maka

kreditur dapat mengajukan tuntutan:
1. Supaya pekerjaan tetap

dilaksanakan

2. Supaya perjanjian diputuskan
3. Ganti kerugian
4. Pembiayaan selanjutnya karena

pekerjaan  dilanjutkan  oleh

pihak ketiga.

Dalam hal kontraktor tidak
dapat  menyelesaikan = pekerjaan

menurut waktu yang ditetapkan atau
menyerahkan pekerjaan dengan tidak
baik, maka atas gugatan dari si
pemberi tugas dapat memutuskan
perjanjian tersebut sebagian atau
seluruhnya beserta segala akibatnya.
Yang dimaksud dengan akibat
pemutusan perjanjian disini ialah
pemutusan untuk waktu yang akan
datang dalam arti bahwa mengenai
pekerjaan yang telah
diselesaikan/dikerjakan akan tetap
dibayar, namun mengenai pekerjaan
yang belum dikerjakan itu yang
diputuskan.

Dengan adanya pemutusan
perjanjian  demikian perikatannya
bukan berhenti sama sekali seperti

seolah-olah tidak pernah terjadi
perikatan sama sekali, dan wajib
dipulihkan ke keadaan semula,
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melainkan dalam keadaan tersebut

diatas si pemberi tugas dapat
menyuruh  orang  lain  untuk
menyelesaikan = pemborongan  itu

sesuai dengan anggaran yang telah
ditetapkan.  Ataujika telahterlanjur
dibayar kepada pemborong atasbiaya
yang  harus  ditanggung  oleh
pemborong sesuaidengan pembayaran
yang  diterimanya. Jika terjadi
pemutusan perjanjian, si pemborong
selain wajib membayar denda-denda
yang telah diperjanjikan juga wajib

membayar kerugian yang berupa
ongkos-ongkos, kerugian yang
diderita dan bunga yang harus
dibayar.

Dalam praktek pemborongan
ternyata ada yang tidak mengadakan
pemisahan antara perselisihan dari
segi teknis dan perselisihan dari segi
yuridis. Yaitu dengan mencantumkan
dalam  perjanjian =~ pemborongan
ketentuan-ketentuan yang
menyatakan bahwa bila terjadi
perselisihan antara kedua belah pihak
penyelesaian  diselesaikan  secara
musyawarah. Jika dengan jalan
musyawarah tidak tercapai kata
sepakat maka dibentuk panitia
Arbitrase yang terdiri dari seorang
wakil pihak kesatu dan seorang wakil
pihak kedua, kemudian mengangkat
seorang ahli yang pengangkatannya
disetujui oleh kedua belah pihak.
Selanjutnya penyelesaian perselisihan
akan diteruskan melalui pengadilan,
apabila melalui cara tersebut diatas
tidak dicapai penyelesaian. Keputusan
panitia Arbitrase ini mengikat kedua
belah pihak, danbiaya penyelesaian
perselisihan yang dikeluarkan akan
dipikul bersama.

Menurut Pasal 36
Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1999  Tentang Jasa  Konstruksi
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disebutkan bahwa:
1. Penyelesaian sengketa jasa
konstruksi dapat ditempuh
melalui pengadilan atau

diluarpengadilanberdasarkanpi
lihan secara sukarela para pihak
yang bersengketa.

2. Penyelesaian sengketa diluar
pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku terhadap tindak pidana

dalam penyelenggaraan
pekerjaan konstruksi
sebagaimana diatur dalam
KUH Pidana.

3. Jika  dipilih  penyelesaian
sengketa diluar pengadilan,

gugatan melalui pengadilan
hanya dapat ditempuh apabila
upaya tersebut dinyatakan
tidak berhasil oleh salah satu
atau para  pihak yang
bersengketa.

Selanjutnya dalam Pasal 37
Undang-Undang Nomor 18Tahun1999
disebutkan apabila:

1. Penyelesaian sengketa jasa
konstruksi diluar pengadilan
dapat ditempuh untuk
masalah-masalah yang timbul
dalamkegiatanpengikatan dan
penyelenggaraan pekerjaan
konstruksi, serta dalam hal
terjadi kegagalan bangunan.

2. Penyelesaian sengketa jasa
konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat
menggunakan pihak ketiga,
yang disepakati oleh para
pihak.

3. Pihak  ketiga  sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dapat
dibentuk oleh pemerintah dan
/ masyarakat jasa konstruksi.
Dalamprakteknya selama ini,

setiap perselisihan dalam pelaksanaan

11

perjanjian pemborongan dapat
diselesaikan secara musyawarah dan
mufakat diantara para pihak dan
belum pernah diselesaikan melalui
pengadilan. Secara yuridis pola
penyelesaian sengketa dapat dibagi
menjadi tiga macam, yaitu:
1. Melalui pengadilan
2. Alternatif penyelesaian
sengketa
3. Musyawarah
Penyelesaian sengketa melalui
pengadilan adalah suatu  pola
penyelesaian sengketa yang terjadi
antara para pihak yang diselesaikan

oleh  pengadilandan  putusannya
bersifat mengikat.Sedangkan
penyelesaian sengeketamelalui
alternatif penyelesaian sengketa
(Alternative Dispute Resolution)
adalah lembaga penyelesaian
sengketa atau beda pendapat
melalui prosedur yang
disepakati  para  pihak  yakni

penyelesaian diluar pengadilan diluar
pengadilan ahli (Pasal 1 ayat (10) UU
No.30 Tahun 1999 maka cara
penyelesaian sengketa melalui
Alternative Dispute Resolution dibagi
menjadi  lima cara. Yaitu:
Konsultasi, Negosiasi, Mediasi,
Konsiliasi  atau Peniliaan Hukum.
Selama ini perjanjian
pemborongan  bangunanpada  PT.
Sukses Prima Nusantara
belumpernahterdapat kasus sampai ke
pengadilan ataupun  pemutusan
kontrak. Hal ini dikarenakan pihak
pengguna jasa memberikan
kesempatan terlebih dahulu pada
pihak pemborong untuk memperbaiki
dan atau melengkapi kekurangan
pekerjaan sebagaimana yang
diisyaratkan dalam kontrak. Selama
dalam proses pelaksanaan pekerjaan
proyek antara PT. Sukses Prima
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Nusantara dengan PT. Fabs Indonesia,
memang ada terjadi keterlampatan
pekerjaan sehingga tidak sesuai
dengan jadwal, keterlambatan ini
disebabkan oleh merebaknya virus

Covid 19.HSE Manager
mengintruksikan agar dalam
melaksanakan pekerjaan, seluruh

pekerja proyek tetap menggunakan
protokol kesehatan. Seluruh rencana
kerja ~ menjadi berubah  dan
mengakibatkan keterlambatan
pekerjaan. Pemerintah menetapkan
virus Covid 19 menjadi bencana
nasional non alam, oleh karenanya
kedua belah pihak dapat

menyelesaikan permasalahan
keterlambatan  pekerjaan  secara
musyawarah sesuai dengan isi
perjanjian.

Walaupun penyelesaian secara
musyawarah  sering  digunakan,
namun ada satu hal yang sulit untuk
mewujudkan tercapainya

musyawarah/mufakat dalam suatu
sengketa. Hal tersebut adalah para
pihak pada umumnya
mengganggapremeh  hal-hal yang
kelihatannya sepele. Justru hal-hal
yang dianggap sepele oleh satu pihak,
malah dianggap hal yang sangat
materiil oleh pihak lainnya. Selain itu
hal-hal sepele itu apabila tidak segera
diselesaikan akan berakibat pada
membesarnya masalah tadi, sehingga
terjadilahsengketayang hampir tidak
mungkin diselesaikan dengan
musyawarah mufakat.

5. KESIMPULAN

1. Jenis Kegiatan Usaha Perjanjian
Pemborongan PadaPT. Sukses

Prima Nusantara dalam
melaksanakan kegiatan
usahanya dalam perjanjian

pemborongan sesuai dengan
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Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI) tahun
2020 yaitudalam bidang
konstruksi namun ada juga
dalambidang perdagangan;
mekanikal & elektrikal dan
aktivitas ketenagakerjaan.

. Pelaksanaan Perjanjian
Pemborongan Pada PT. Sukses
Prima Nusantara diperoleh

dengan cara tender terbatas
yaitu hanya mengundang
beberapa pihak tertentu saja
untuk  berpartisipasi dalam
tender tersebut. Sistem tender
ini terkesan formal dengan
dokumentasi yang lebih
sederhana akan tetapi sistim ini
mengandung manfaat yang
lebih nyata, antara lain dengan
hanyapihak yang berpartisipasi
dalam tender tersebut, tentu
akan mudah ditemukan pilihan
yang pada akhirnya akan
menghemat  waktu  dalam
menemukan kontraktor yang
terbaik.

. Penyelesaian Sengketa
Perjanjian Pemborongan
Pekerjaan = PadaPT.  Sukses

Prima Nusantara dengan PT.

Fabs Indonesia, sepanjang
penelitian ini
tidakpernahterdapat kasus
sampaikepengadilan ataupun

pemutusan kontrak, walaupun

dalam  proses pelaksanaan
terdapat keterlambatan
pekerjaan dari jadwal yang
ditentukan dikarenakan
pendemi Covid 19, namun
permasalahannya dapat
diselesaikan secara
musyawarah.Hal ini

dikarenakan pihak pengguna
jasa memberikan kesempatan
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terlebih dahulu pada pihak
pemborong untuk memperbaiki
dan atau melengkapi
kekurangan pekerjaan
sebagaimana yang diisyaratkan

dalam kontrak.Secara yuridis
pola penyelesaian sengketa
dapat dibagi menjadi

tigamacam, yaitu: (1) Melalui

pengadilan;  (2)  Alternatif
penyelesaian sengketa dan (3)
Musyawarah.
Dalamprakteknya selama ini,
setiap  perselisihan  dalam
pelaksanaan perjanjian
pemborongandapat
diselesaikan secara

musyawarahdanmufakat
diantara para pihak dan belum
pernah diselesaikan melalui

pengadilan.
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